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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

I . ur 30 tahun, agama Islam,
pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, alamat Jalan | N R

Kota Bengkulu. sebagai Penggugat;

melawan

_, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan
pns (). P endidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat _

I <abupaten Bengkulu

Tengah. Kota Bengkulu. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi
di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 7
Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0548/Pdt.G/2017/
PA.Bn, tanggal 7 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat

dengan status Duda 4 anak dan Janda 1 anak, pada hari Rabu tanggal 14
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Mei 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Sesuai Kutipan Akta Nikah
Nomor :88/15/V/2014 tanggal 14-05-2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah
tangga dengan tinggal di rumah kontrakan di Desa Ujung Karang,
Kabupaten Bengkulu Tengah, selama lebih kurang 3 bulan dan berpindah-
pindah kemudian terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sepakat,
Kelurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 3 tahun
sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan suami istri, dan belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, akan tetapi
sejak awal bulan september 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
b. Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah
tangga dan melakukan kekerasan fisik dan psikis;

Tergugat sering cemburu tidak jelas;

Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;

Tergugat masih berstatus nikah sirih dengan perempunan lain;

- o a o

Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat;
g. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis;

5. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2016 terjadi puncak perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang cemburu tidak jelas
dikarenakan Penggugat yang sering dinas malam dirumah sakit dan
apabila di jelaskan tentang kebenaran dari Penggugat ,Tergugat selalu
tidak percaya bahkan sering bersikap kasar kepada Penggugat, akibat dari
hal itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman
bersama dan sekarang tinggal dirumah pribadi Penggugat di Jalan Samsul
Bahrun No.61 RT.003 RW.001, Kelurahan Semarang, Kecamatan Sungai
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Serut, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan dan antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan
damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati
untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang
bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas,
maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama
Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini
memutus sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat _)
terhadap Penggugat (I

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menasehati
Penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dan
membatalkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut
tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
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selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama
Penggugat dan Tergugat, Nomor: 88/15/\V//2014 tanggal 14-05-2014, yang
dikelarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bngkulu,
bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama
lalu diberi kode (P);

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat juga telah menghadirkan

dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama:

1. _ umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, alamat [N
I <ota  Bengkulu, dibawah

sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara sepupu
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa dalan pernikahan yang pertama Penggugat dan Tergugat
belum dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat dikarenakan Tergugat terlalu cemburu yang
berlebihan terhadap Penggugat;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah
ranjang sejak bulan Juli 2016, hingga sekarang tidak pernah
bersatu kembali;

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi
nafkah wajib kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar

mau bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil;
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- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan

Penggugat dan Tergugat;

2. I . 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, alamat [N
I <ota Bengkulu, dibawah

sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga dekat
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
karena Tergugat terlalu cemburu yang berlebihan terhadap
Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan
Juli 2017 hingga sekarang;

- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa selama pisah itu pula Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah wajib kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Tergugat dan Penggugat
agar mau bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti
yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa
Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim
menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha
menasehati Penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali dengan
Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai
Gugat terhadap Tergugat, pada pokoknya karena rumah tangga Penggugat
dan Tergugat selalu terjadi perselisihnan dan pertengkaran yang disebabkan
karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, tidak memberikan
nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan ternyata
Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugataannya
Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi diberi kode (P), dan dua
orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P), adalah berupa foto copy Kutipan Akta
Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dimana alat bukti tersebut telah
diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan
maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun
1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Terif Bea
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Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya
secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P), tersebut merupakan akta otentik
karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat
bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka
alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara
ini;

Menimbang, bahwa perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku
hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan
keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana
dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya
perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah
yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dianggap
cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan
saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan bukan
orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian
dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus
sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal
22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya
telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang
disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan vyang jelas,
mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta

berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya kesaksian
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saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara
ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga
negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai
mana dalam gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undantg Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini
merupakan wewenag absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bahwa
Penggugat berdomisili di Jalan Samsul Bahrun No.61 RT.003 RW.001,
Kelurahan Semarang, Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, dengan
demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undantg
Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk bidang tugas dan
wewenang relatif Pengadilan Agama Bengkuly;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan
dengan alat bukti (P), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya maka mereka
berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh
Penggugat tersebut ternyata antara satu dengan yang lainnya saling
berkesesuaian sehingga oleh karenanya telah menguatkan semua apa yang
telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara gugatan Penggugat
dengan alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis
Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, belum dikaruniai

anak, dan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan

dan pertengkaran;
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- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan,
disamping itu Tergugat juga kurang memberikan nafkah wajib kepada
Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli
2016 hingga sekarang;

- Bahwa selama pisah tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
ada tanda-tanda akan rukun kembali;

- Bahwa selama pisah itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
wajib kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar
mau bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak
berhasil;

- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap sebagai mana tersebut
diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah benar-benar pecah terutama jika dilihat bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan
antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juli 2017 sampai
dengan sekarang tidak pernah rukun kembali, dan selama pisah tersebut
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, pihak
keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan mereka tetapi tidak
berhasil, dan saat ini keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi
mendamaikan mereka, serta Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai
dengan Tergugat dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan
sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompiasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum
ayat 21 yaitu guna membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, telah
tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, dan
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telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149
R.Bg., karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek dan
dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu
diperintahkan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikan Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sungai Serut Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap dipersidangan, tidak hadir

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (_ )
terhadap Penggugat (I

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk
menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
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Sungai Serut Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini
diperhitungkan sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa
tanggal 03 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram
1439 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. Syamsuddin, M.H. sebagai Ketua
Majelis, Drs. Riduan Ronie Coprin dan M. Sahri, S.H., M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Talidi, S.Ag., M.HI. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Drs. Riduan Ronie Coprin Drs. Syamsuddin, M.H.
Hakim Anggota

M. Sahri, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Talidi, S.Ag., M.HL.
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Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 x . Rp 75.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat 2 x : Rp  350.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
6. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp  516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah);
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